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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya

!Anak li'an ialah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mana anak
tersebut tidak diakui oleh suami perempuan yang dilaknat tesebut, jika hal tersebut
terbukti maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah (Mula’anah)
dan kedudukannya sama dengan anak zina dan dia hanya memilki hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lihat: DY Witanto, Hukum Keluarga, (Jakarts:
PrestaS| Pustaka, 2012) him. 262

2Ahmad rafig, hukum perdata Islam di Indonesia (Jakarta: rajawali perss, Cet. 1,
2013) him. 177



(Qs. At-Taghabun: 15), amanah (Qs. Al-Anfal: 27) dan penyejuk hati
(Qs. Al-Furgan: 74)*.

Di dalam ajaran Islam kedudukan hukum anak telah diatur
dengan sangat sempurna, dimana anak yang mempunyai hubungan

perdata dengan bapaknya dan ibunya dikategorikan sebagai anak sah

karna dilahirkan dengan pernikz yang sah (dalam perspektif hukum

uar nikah hanya

\l\ » q 5 0 lalam KHI dan

_/ \
U F \‘

J-b
l\_‘}

menyele
keadilan.®
punyai 4 (empat) kewenangan

dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

®https:// tarbiyatulizzatiljiannah.workpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-
islam. Diakses pada tanggal 13/11/2016.
Mardani, Hukum Islam (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Cet. 2, 2015)
him.79
® Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak (Bandung: Refika Aditama, 2015)
him. 54




Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Pada hari Jumat 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi
melalui sembilan hakimnya yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD,

menjatuhkan putusan yang bersifat kontroversial dalam perkara

d un 1974 tentang pernikahan
ane.lebih dikenal dengan nama

o= '\
o o Rl r : tat

Siet Ei, status

. "' flist; L% > f pada 5

hak konstitusionalnya oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat
(1) UU pernikahan. Hal ini karena pernikahan antara Machica Mochtar
dengan Moerdiono tidak diakui menurut hukum positif sehingga
anaknya (lgbal), tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya

(Moerdiono) dan keluarga ayahnya.



Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagaimana tertuang
di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Moh.Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodikin,
Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman,

hammad Alim pada Senin, 13

idang Pleno Mahkamah

Hamdan Zoelva, M. Akil Moch

Februari 2012 da

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya:
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974



Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang

ai hubungan

dengan laki-laki

sebagai ' ay i erdasarkan  ilmu

pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.” Dikarenakan dalam fikih, mengenai status anak
luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas

®Jurnal Konstitusi, vol. 1, no. 1, November 2012. HIm. 44. Dikutip dari:
www.mahkamahkonstitusi.go.id. Diakses pada: 29/10/2016



http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual ada pada ibunya

dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris mewarisi.

Status anak di luar nikah disamakan statusnya dengan anak

zina dan anak li‘an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum

sebagai berikut: (a). Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya.

sebagai penjabaran dari UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.
KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum
substansial (mencakup hukum pernikahan, kewarisan, dan pewakafan)
yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama pasca
diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebelum munculnya KHI, rujukan para hakim dalam memutus



menggunakan berbagai macam kitab fikih dalam berbagai mazhab.
Secara historis, KHI merupakan hasil konsensus (ijma’) ulama
Indonesia dari berbagai golongan melalui lokakarya yang dilaksanakan
dalam tingkat nasional dan memperoleh legalisasi dari pemerintah.

Penyusunan KHI didasarkan pada penelaahan terhadap 38 kitab fikih

dari berbagai mazhab - akup 160 masalah hukum keluarga.

4 Al suatu perwujudan hukum

i, iNi dengan

Putusan

pengkajian mendalam, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat

final dan tidak bisa diubah.®

Putusan Mahkamah Konstitusi terkesan melemahkan fungsi dan

makna lembaga pernikahan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah

"Ahmad Rofig,Hukum Perdata Islam di Indonesia(Jakarta: Rajawali Pers,2013),
him. 38
8Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2012



menyebabkan lembaga pernikahan menjadi kurang relevan apalagi
sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil
zina dengan anak hasil pernikahan yang sah. Hal ini sangat
menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga pernikahan,
bahkan pada tingkat ekstrim dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan

lagi lembaga pernikahan kar€ila, orang tidak perlu harus menikah

hukum Islam?
3. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010

tentang pengujian mengenai status anak luar nikah.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian



1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana konsep  pernikahan menurut
hukum Islam.
b. Untuk mengetahui bagaimana status anak yang lahir di luar nikah
dalam perspektif hukum Islam.

: ah Konstitusi Nomor 46/PUU-

s,

c. Untuk mengetahui putu

2) Sebagai input bagi Mahkamah Konstitusi dalam menentukan

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hukum serta
hukum anak diluar nikah.
3) Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran

terhadap Mahkamah Konstitusi.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pernikahan menurut Hukum Islam

1.Pengertian Pernikahan

baginya untuk melakukan hubungan seksual.™®

Nikah adalah istilah yang digunakan dalam pernikahan di dalam

Islam yang berarti akad untuk menghalalkan organ kewanitaan.

®Perkataan Al-Fara’ diatas disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam, Syarh Shahih
Musllm (Cetl kairo: daru abi hayyan,1995), him. 171
19 Abu Bakar Al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, (Jakarta, Darul Hak, Cet. VI Tahun
2016) him. 748

11
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Firman Allah SWT:

S Bl S5 LT &

Terjemahnya:

anhg kedua), maka
ahdengan suami

tidak ada dosa bagl keduar mi pertama dan bekas |str|) untuk
menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. ltulah ketentuan-ketentuan Allah, diterangkan-Nya
kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Qs. Al- Bagarah: 230)**

“Mushaf wakaf al- -qur'an dan terjemahan ( tangerang selatan: forum pelayan al-
qur’ an, cet Il tahun 2013)

21pit
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Arti nikah pada ayat di atas adalah al-wath-u atau al-jima’'u
(melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah.**Karena seseorang

tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah.

Contoh dari hadits yang menunjukan bahwa arti nikah adalah

melakukan hubungan seksual adalah sabda Rasulullah SAW.

Slakukar
ﬁ"ﬁf?

agalme

ak

fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan

akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah

lbnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni (Kairo: hijaz, 1994), him. 333
Y“An-Nawawi, Op.Cit, no. 302
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dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan

hubungan seksual dengannya.*®

Cara untuk memahami kata nikah apakah nikah yang dimaksud
akad atau hubungan sek adalah denagan melihat kalimat secara

sempurna seperti di atas.

Q; kit&?
=z

’|

> 2 EPN o - A2 - - ) -2
. ) - T 2 1. - v /:u )/.Z/Z W7 72
. dw%‘”ﬁ@buvu’rﬁws%ﬂwwﬁ@f

P .,’},.. 8 4 ’:f/ ,./55/7///,"}/,?'% f_,/,fﬂf/-a 2 }:
»o}e,oue\!ll,J,\M.x?y,lug,ﬁ»M\em@wwf,

Terjemahnya:

*syekh Al-Utsaimin di dalam Syarh Al-Mumti’, juz: 5, him. 79
®An-Nawawi, Op.Cit,juz: 9, him. 173
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“‘Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinay), maka
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat,tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,
maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
Yangdemikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zhalim”
(Qs. An-Nisa”: 3)*

Menurut Imam al-Maziri Ayat di atas merupakan dalil mayoritas

ulama (bahwa menika sunnah) karena Allah

atau mengambil budak

. \\1.5‘!' 3 4;
J\-T‘:rﬁ,. --'rf *’f

terutama yang berhubungan dengan pelampiasan syahwat dan

orang itu merasa aman dari perbuatan yang tercela.’®Sehingga
dikatakan bahwa perintah di atas sebagai bentuk anjuran saja.

3. Hikmah dari Pernikahan

0p. Cit

80p. Cit, him: 174

¥Abu Malik Kamal bin Salim, Shahih Figih Sunnah (Kairo: Darut Al-Taufigiyah,
2010) juz: 3 him. 70
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Pernikahan dalam pasal 3 kompilasi hukum islam bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah,
Warahmah. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu bertujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan yang Maha
i ."sebuah lembaga kecil yang

h. Mencintai apa yang dicintai rasulullah SAW

i. Memperoleh manfaat dari anak shaleh sebelum dan setelah orang
tuanya meninggal dunia

j- Mendapatkan syafaat untuk masuk surga dari dua orang anak

“sjska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak(Bandung: Refika Aditama,2015)
him. 10
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k. Mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang.**
Pernikahan adalah bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap
hamba-hambanya yang benar-benar menginginkan ketenangan dan
kebahagian di dunia dan di akhirat.

B. Tinjauan Umum Status Anak berdasarkan Kedudukan Hukum

. _:":' \Q\m‘lﬁ.;//

/ »

tersebut (pasal 49[2])
Selain itu, akan timbul pula kekuasaan orang tua terhadap
anak, di antaranya:
a. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah nikah ada

dibawah kekuasaan orang tua

*'Abu Malik Kamal bin Salim, Op. Cit, juz: 3 him. 74
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b. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum, baik di dalam
maupun diluar pengadilan.

c. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun

atau belum pernah nikah.

d. Kekuasaan orang tua bisé.c

& eh pengadilan apabila:

1) la melalaikan , ap. anak
/ kel PN

'i) 0 1an orang tua
O \\1‘ ‘lll.ff /

"f-Y eisi¥ie " ap
i\, ( -t_@ﬂ.ﬂhﬂu !;?d

:.ew?

ll
bﬂb—

sejak hari pengesahannya. Maka kekuasaan orang tua itu berakhir

apabila:
a. Anak itu dewasa,

b. Anak itu nikah,

#? Siska Lis Sulistiani, Op.Cit, him.17
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c. Kekuasaan orang tua dicabut.?®

Ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) undang-undang pernikahan
diatas memiliki kedudukan makna yang sama dengan pasal 298 ayat
(2) KUH perdata tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap

anaknya yaitu “orang tua wajib,memelihara dan mendidik anak-anak

S

rltas penduduk
karena itu selain
menggunakan hukum barat dan adat, Indonesia juga menggunakan
hukum Islam sebagai salah satu sumber hukumnya. Mengingat
bangsa Indonesia mempunyai enam agama yang resmi, maka dari itu

kesinergisitasan hukum dalam mengakomodasi permasalahan sangat

2bid, him.18
**Siska Lis Sulistiani, Op.Cit him.16
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diperlukan supaya tidak terjadi timpang tindih dalam penegakan
hukum dan untuk mencapai kepastian hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian status anak

diluar nikah dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam putusan

MK.Adapun Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah

Pemohon yang

ayat (1). 46UUD
1945 pasal 24C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1).

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya UU vyang dimohonkan

pengujian.
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3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian

dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan

pengujian. /\
. Adanya kemungkilia T=dikabulkannya permohonan

75 MUK g
Qf’ mKASS‘

- \\\‘tihr.;// -_

g h.‘ 1S ﬂ"'ii Al
s “h.ff
N WL

)

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum”.
Memperhatikan akibat yang dialami oleh para pemohon
dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, maka dalam amar

putusannya yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
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oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodikin, Maria Farida Indrati, Harjono,
Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar
dan Muhammad Alim pada Senin, 13 Februari 2012 dan diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari Jumat, 17 Februari 2012, M&hkamah Konstitusi menyatakan:

ayahnya:

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
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ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai
hubungan darah sebagai ayahnya:

4. Menolak permohona aohon untuk selain dan selebihnya:

5. Memerintahkan \%- ini dalam Berita Negara

Republik pe /5 MUH,&‘L ‘h\‘

7 25 ﬁip.ms,s@ KON\

=

) )
o= '&\d‘ﬁhf

T\ e /./; s
v SeeeZ S

Ibungan perdata
laki-laki sebagai
ayahnya pengetahuan dan
teknologi d 5 empunyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.?®

dengan ib

%Jjurnal Konstitusi, vol. 1, no. 1, November 2012. HIm. 44. Dikutip dari:
WWW. mahkamahkonstltu5| go.id. Diakses pada: 29/10/2016
“RossyNovita Khatulistiwa,Jurnal Uji Materiil pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Pernikahan: Implikasi terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia,dikutip dari: http
:/lwww. e-jurnal.com/2016/03/uji-materiil-pasal-43-ayat-1-undang.html?m=1. Di akses
pada: 29/10/2016



http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
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Dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas sekilas nampak
terlihat diri semua status anak yang lahir tanpa hubungan pernikahan,

mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum pasca putusannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai implikasi
pencemaran terhadap lembaga hukum pernikahan itu sendiri,

mengacaukan silsilah ke idak terjamin adanya ketertiban

umum, membuké |
| 7 <pS MUK
,,,.r,-"%.a_ﬂ'ﬁp‘ ; A 24 manusia layak d
‘D"‘ KASS .@ yang layak dan
& W Ap ™

5 perzinaan dan akan

1= h\\xﬂ !l;f/é

[}
L . ""i“"fll-l'wlj'hdﬁf .
‘ ‘*‘%‘:ﬁ%’?
o SUSS
\

\.'l-q."_
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu

penelitian yang menj a_pustaka, jurnal-jurnal, buku-buku,
undang-undang yane“be Jenelitian putusan Mahkamah

mendapatk sgunaan tertentu. berdasarkan
hal tersebut terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu,
cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. cara ilmiah berarti kegiatan

penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasoinal, empiris,

dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan

2\, Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), him. 35-36
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dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh
penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat
diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan
mengetahui cara-cara yang digunakan sistematis, proses yang

dugunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah

ketentuan yang bersifat logis.?

variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan
menyajikan apa adanya, bentuk yang diamati bisa berupa artikel-artikel
buku, putusan Mahkamah Konstitusi yang menggejala saat sekarang

atau akan datang”.

28Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D (Bandung: CV
Alfabeta, 2002), him. 2
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B. Defenisi Variabel

Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian yang
mendalam dalam perspektif hukum islam. Adapun variabel penelitian ini
adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan yang dikeluarkan

oleh salah satu lembaga tinggi negara yang merupakan salah satu

pelaku pemegang kekuasés pan (Mahkamah Konstitusi) yang

perunda \

khususnya
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status

anak diluar nikah.

29Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), him.
12
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D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti akan
menggunakan teknik dokumentasi. Tekhnik dokumentasi digunakan
untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan

dokumen-dokumen dan Iiterat r buku-buku, Undang-Undang, jurnal

urat mengenai

SR Ol
D,
U?Tq Mq p; diselidiki. Analisis

data digunakan dengan menggunakan langkah-langkah diantaranya:

fakta-fakta' ¢

pengumpulan data-data artikel, buku-buku, undang-undang, putusan
mahkamah konstitusi, maupun yang lainya vyaitu kegiatan untuk

menemukan data menghimpun sumber-sumber informasi yang relevan

*lbid, him. 7
*bid, him. 25
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dengan penelitian studi kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi

nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah.
F. Pendekatan
Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan tentang
penelitian studi kritis tern Mahkamah Konstitusi homor
46/PUU-VIII/201 ar nikah, dalam pendekatan ini
an \
e na M@;

VS W ASS
@w\‘\w‘ S44

hn = \\mﬂhﬁ;f/
Sz

studi ekperimen, yaitu dengan sengaja mengusahakan timbulnya

%7ainudin Ali, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him.
11
*bid.
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variable-variabel (objek penelitian), dan selanjutnya dikontrol untuk di
lihat pengaruhnya.®*
Terkumpulnya data mengenai apa yang akan diteliti akan

menimbulkan objek penelitian yang banyak. Maka menjadi tugas

seorang peneliti untuk mengontrol variable yang akan diteliti.

% suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT.
Reneka Cipta, 2002), him. 85-89
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PEMBAHASAN

D.Konsep Pernikahan Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama universal yaitu agama yang mencakup

semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan

ini, yang tidak dijelask

S '

|h pal ‘\ v !- it :‘lf
SR\ L
) ri:: .__*"‘t"-"ﬂ'!ﬁ'? "'4{.‘5::",

biologis
kemudian
menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi

ini menjadi semakin semarak.

Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan
selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya

menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga

31
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menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga.
Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan

martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral.

Karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan

tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam

mewujudkan kedamaian.@&a dmuran di bumi ini. Menurut Islam

Ban'i Adam lah { P:'\:' Wiur_ﬂq ntuk memikul amanah

A ,
,, J Aa .IkJ yan Allah Ta’ala.
é" @P"‘ ‘*‘%
»

Pernikahan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan
persoalan penting dan besar. Pernikahan adalah sebagai suatu

perjanjian yang kokoh dan suci, sebagaimana firman Allah Ta’ala.

*0p. Cit



32

Terjemahnya:

‘Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahalkamu
telah bergaul satu sama lain (Sebagai suami istri)dan mereka (istri-
istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan)dari
kamu”. (An-Nisaa’: 21).%

Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang pernikahan,

benar adalah Al-Qur'an dan As-

L 4
terj h\;&%} ‘&fﬁﬁé y

R WAPY |
Lot 7z
VA

ka dari itu Islam

menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan naluri
kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu
pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak

menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta’ala.

*lbid
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A1 B8 Qoo ¥ e G Shd 0 A Gl s ol g s
RYARRERHI P JURTIC

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam);
(sesuai) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut
fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama
yang lurus; tetapi kebar an manusia tidak mengetahui”. (Ar-
Ruum: 30).%

Islam 2 c!a menjadikan ikatan
7 <pS MUH4,, \
pernikahg f = (‘;ﬁ.ﬂs S:’J‘“'.’I;r""\ unnah sebagai

(3‘ A\
l'ﬁ ;//
""‘r'-f"‘

n 1dé : agwa keada Allah dalam
memellhara yang separuhnya Iagl (Hadist Riwayat Thabrani dan
Hakim).
Islam tidak menyukai membujang Rasulullah  SAW
memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang

tidak mau menikah. Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu berkata:

*Ibid
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“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk
nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras”

(HR. Al-Bukhori)® Dan beliau bersabda:
Saa o) 5 ) Aaldll o gy aell oS SSa 8 250 gl 35 gl ) s g 3
39(&@3 R daniag

Artinya:

‘\mﬁ!ﬂ;f/ /

a7 .-;:#’:f"

ould i e ey Gad elaadl) g3l 5 8515 Lual 5 il
0 (aslaiiiesia)

#Al-Shan’ani, subulu As-Salam (Kairo: darul Al-Hadis, 2007) Juz: 3, him. 150

*Ibnu hajar, Bulugul marom, (MaktabuFayaad 2011) hal. 308

“OAl-san’ani, Subul Al-Salam, (Beirut, Dar Al-kutub al-ilmiyah, cet. V tahun 2012)
hal. 112
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Artinya

Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu, sungguh demi
Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara
kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan
aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Maka
barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak
termasuk golonganku”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau

menjerumuskan  dirinyga aan,  kesesatan dengan  hidup

laki-laki

baik itu atau

Terjemahnya:

Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kalian
dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah
akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-
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Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui”. (An-Nur: 32).**

Sehubungan dengan pentingnya pernikahan dalam Islam, maka
ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah. Hal ini dijelaskan

sebagai berikut:

1. Hukum asal pernikahan adalai™wajib
Menururt 8 \" banyak dari ulama
/\{5&5 MUH#.IM ibu, (secara fisik dan

AN
\%‘PKAS g:q ':Pd, iienikah, karena

O m..dﬂ:.,-// PN dalam

ers {erdar slah a2t anaiaat oy
er 1%n_‘,f- .nngj‘gy 2lg @t

i generasi muda,

3 T mempunyai kemampuan
(secara fisik dan harta) hendaknya ia menikah, karena ia dapat
menundukkan  pandangan dan  memelihara  kemaluan.
Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat
meredam (syahwat) .”(H.R BUkhori dan Muslim)

Rasulullah SAW. dalam hadist di atas memerintahkan para

pemuda untuk menikah dengan sabdanya “falyatazawaj”

41Op cit, hal. 354
AI Utsaimin, Syarh Buluguhl al-Maram, juz : 3, him. 179
Op cit, him. 111
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(segeralah dia menikah), kalimat tersebut mengandung perintah.
Di dalam kaidah ushul figih disebutkan bahwa : “al ashlu fi al
amr il wujub “ (Pada dasarnya perintah itu mengandung arti
kewajiban).

b. Menikah itu merupakan perilaku para utusan Allah SWT,

sebagaimana firman Alla

Jsi) o\s = ’

generasi yang halal.

c. Hadist Anas bin Malik radhiyallahu ta’ala :

“Op.cit, him. 254
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kepada ummat untuk menikah. Karena nikah adalah perbuatan mulia

yang juga dilakukan oleh rasulullah saw. Bahkan dalam hadits di
atas Rasulullah saw memberikan ancaman kepada umatnya yang

tidak menikah yaitu tidak diakui oleh Rasullah sebagai ummatnya.

“op.cit, him. 112
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Hal ini menunjukkan begitu pentingnya pernikahan dalam konsep
ajaran Islam.
2. Hukum asal dari pernikahan adalah sunnah
Pernikahan yanghukumnya sunnah merupakan pendapat

mayoritas ulama. Imam Nawawi pernah berkata bahwa dalam

adalah merupaka cvajiban, dan tidak diketahui
WG ‘5 Mu Hﬂ\ orang-orang yang

el %F ‘i" Lﬂﬁi & ny/ RN
._a,a'f.‘ 3) B3 o] el &
Naa Y/

R

2 d
ST AND
LHH ]

ka-nikahilah-perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat,tetapi jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau

budak-budak yang kamu miliki. Yangdemikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat zhalim” (Qs. an-Nisa’: 3)*’

pu berlaku adil
/2 (bilamana kamu

Berkata Imam al-Maziri: “Ayat tersebut merupakan dalil

mayoritas ulama (bahwa menikah hukumnya sunnah) karena

46An-Nawawi, Op.Cit,juz: 9, him. 173
“Op. cit, him. 77
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Allah SWT memberikan pilihan antara menikah atau mengambil
budak secara sepakat. Seandainya menikah itu wajib, maka Allah
tidaklah memberikan pilhan antara menikah atau mengambil

budak. Karena menurut ulama ushul figh bahwa memberikan

pilihan antara yang wajib dan yang tidak wajib akan menyebabkan

orang Yyang

a. Nikah hukumnya wajib

Nikah bisa menjadi wajib hukumnya apabila orang yang
mempunyai hasrat yang tinggi untuk menikah karena syahwatnya

bergejolak sedangkan dia mempunyai kemampuan ekonomi yang

48An- Nawawi, Op.Cit, him. 174



41

cukup. Dia merasa terganggu dengan gejolak syahwatnya,

sehingga dikawatirkan akan terjerumus di dalam perzinaan.*®
Begitu juga seorang mahasiswa atau pelajar, jika dia

merasa tidak bisa konsentrasi di dalam belajar, karena

memikirkan pernikahan, atau seandainya dia terlihat sedang

ernyata dia hanya pura-pura,
N n 1

/qp,"-'r MU“‘T
c- ‘(‘d.\KA‘ V2

-1" \\'\ﬂh'ﬁfr/ A -
u.'t:.tr 1 | ui-'uu qé;«:}}

__,f.w?. A

belajar atau membaca bk

| { 43?;.,.&3

TAKAAN ©

dorongan syahwat
seseorang tidak terlalu tinggi dan orangnya mampu menjaga
dirinya dari perbuatan maksiat seperti perzinahan atau hubungan
badan di luar nikah.

c. Nikah hukumnya mubah

*0Op.Cit, hal: 70
*0p.Cit,him. 172
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Pernikahan bisa menjadi mubah hukumnya bagi orang yang
mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi
orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.>*

d. Nikah hukumnya makruh

Hukum nikah bisa menjadi makruh apabila seseorang yang

tidak punya harta dan o}z nglnan untuk menikah (lemah

a. Rukun Pernikahan

Untuk melaksanakan suatu pernikahan haruslah ada

padanya;?

*LContoh ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam Syarh Bulughul Maram, juz : 4,
him. 180

*2 Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam edisi kedua,
him. 133
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1) Calon suami
2) Calon istri
3) Wali nikah

4) Dua orang saksi

5) ljab dan kobul

b. Syarat Sahnya Aq M

Terjemahnya:

*0p.Cit, juz: 3, him. 131
*0Op. cit, him. 82
**|bid, him. 84
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Berkatalah dia (syu’aib); Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini

(QS. Al-Qashash; 27)°

Adapun syarat menjadi wali adalah (1) Islam, bukan kafir

dan murtad(2) Lelaki, (3) Baligh, (4) Tidak cacat akal fikiran,

gila, terlalu tua,

'empuan (yang

kerelaan” (QS.

4. Saksi

Syarat-syarat menjadi saksi adalah:®°

*Ibid, him. 388

>'Op. cit, juz: 3, him. 131

%8 Al-Bukhori, Al-Jami’ Al-Musnad, No. 5136(Dar Thawaqu An-Najah,1422) Juz: 13,
him. 44

*0Op.cit, him. 82

®0p.cit, juz:3, him. 137
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a) Islam
b) Berakal
c) Baligh

d) Lelaki

e) Dapat mendengar, melihat dan bercakap dan Memahami

kandungan II

[ 1

dengan istilah yang berkonotasi lain. WIL (Wanita Idaman Lain), PIL
(Pria Idaman Lain), PSK (Penjaja Seks Komersial), Gadis Pendamping
dan yang sejenisnya mengesankan permasalahan ini dianggap ringan
oleh sebagian kalangan. Ditambah lagi, syari'at Islam secara umum

dan hukuman bagi para pezina khususnya tidak dilaksanakan. Kondisi-
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kondisi ini mendukung tersebarnya wabah buruk ini di tengah kaum

muslimin.

Perzinaan yang mewabah ini menimbulkan berbagai problematika
sosial yang menyakitkan. Tidak hanya pada kedua pelakunya saja,

namun juga pada anak yang lahir melalui hubungan haram tersebut.

Artinnya:

(Anak itu) untuk keluarga ibunya yang masih ada...

Rasulullah SAW juga menasabkan anak li'an kepada ibunya.

Ibnu Umar Ra.pernah menuturkan:

2 Amir Al-Adhami Abadi, Aunul Ma’bud Ala Sunan Abu Daud, (Baerut, Dar Ibnu
Hazm,cet: | thn. 2005) him. 1057
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el (e AEE 4l Dal 5 U405 G ey Al s adle a Jia LN G

62(6‘)5.13\) a\)dh JS}M d‘j‘) ¢ L :h Lagin (3,48

Artinya;

Nabi SAW mengadakan mul&’anah antara seorang lelaki dengan
istrinya. Lalu lelaki itu mengingkari anaknya tersebut dan Nabi
SAW memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut
kepada ibunya.

Imam lbf .-\ ketika menjelaskan

W7 <nS MUH4 |
/ Q:p\i\'.PKASSA¢yh alara seorang suami

f.}
o \\d ! .r.f;y/

e ﬁrff

agar tidak

”. Senada

rahimahullah mengatakan: “Anak zina diciptakan dari sperma tanpa
pernikahan. Maka dia tidak dinasabkan kepada seorangpun, baik

kepada lelaki yang menzinainya atau suami wanita tersebut apabila

%20p.Cit, him. 352
Ibid, him. 347
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ia bersuami. Alasannya, ia tidak memiliki bapak yang syar’i melalui

pernikahan yang sah.

Nasab anak hasil selingkuh atau perzinaan, apabila ditinjau

dari status ibunya, dapat dikategorikan menjadi dua:

g

§

\\ qllhff//' l

Hh{l‘w‘p’! #J-‘F /

Artinya:

Anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang dan pezinanya

mendapatkan (hukuman) batu.

#*Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Al-Bukhori (Dar Thurug An-Najah
1422 H)Juz: 8 him. 160
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Maksud dengan kata al-firasy di sini adalah lelaki yang
memiliki istri atau budak wanita yang sudah pernah

digaulinya.®®

Syaikh amir al-ahdim abadirahimahullah menyatakan:

“Ketika seorang wanita telah menjadi firasy, baik sebagai istri

kalau anak yang lahir sebagi hasil perselingkuhan. Maka, solusi

dari syariat, pasangan suami istri itu saling melaknat

(melakukan proses muld’anah).®® Lalu mereka berdua

65Dikutip dari perkatan An-nawi dalam kitab Aunul Ma’bud karya Amir Al-Ahdim
Abadi, him. 1061
it
67Op Cit, him. 341
% bid



50

dipisahkan dan ikatan pernikahan kedua insan ini terputus
untuk selama-lamanya. Anak yang diperselisinkan ini menjadi
anak mul@’anah bukan anak zina. Meski bukan anak zina
namun tetap dinasabkan kepada ibunya, dan ini adalah

pendapat jumhur ulama.®®Dengan sebab kedua orang tua

melakukan n. ka terputuslah nasab anak tersebut
dengan
Ket QI‘. D

> * E
. olla IS
YIEETR et

*~--..,,j‘,f"'l

-
A

. Dalam masalah ini, para
ulama berbeda pendapat: Pendapat pertama, menyatakan
anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang mengaku
itu. Ini merupakan pendapat madzhab al-'aimah al-arba’ah

(Imam madzhab yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam

bid, him. 352
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Malik, Imam Syafi’'l dan Imam Ahmad rahimahumullah) dan
pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Pendapat ini dirajihkan
oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam al-Mughni.Dasar

pendapat ini adalah Sabda Rasulullah SAW:

(i) KA alelly ¢ i all 33

Artinya:

Anak &l nemilik kasur (suami) dan

i, (H.R Al-Bukhori)
} tidak

aeal) 220 alell; i all

°0p. Cit, Shahih Al-Bukhori, him. 160
"Abu Daud Sulaimani, Sunan Abi Daud (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Araby) Juz: 6
him. 250
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Artinya:

Seorang berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah! Sungguh
si Fulan ini adalah anak saya, saya telah menzinahi ibunya
dizaman Jahiliyah.” Maka Rasulullah SAW menjawab: “Tidak
ada pengakuan anak dalam islam. Masa jahiliyah sudah
hilang. Anak adalah milik suami wanita (Al-Firasy) dan pezina
mendapatkan (hukuman) batu.

Sabda Nabi SAW:

,(-;:FS MUH4,,

\m“lr, W -y

*-...
-:J zan $ ,}-,’L'ﬂ:ii;- fff #’r "3:' ke?/;bnagt
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B(aslaslial 5 G854

2|pid, him. 246
Ibid, him. 247
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Artinya:

Sungguhnya Nabi SAW ingin memutuskan permasalahan setiap
anak yang dinasabkan kepada seseorang setelah (meninggal)
bapak yang dinasabkan kepadanya tersebut diakui oleh ahli
warisnya. Lalu beliau memutuskan bahwa semua anak yang lahir
dari budak yang berstatus miliknya (sang majikan) pada waktu
digauli (hubungan suami istri), maka si anak dinasabkan kepada
yang meminta penasabannya dan anak tersebut tidak memiliki
hak sedikitpun dari warisan dibagikan sebelum (dinasabkan)
padanya dan warisafl.yang belum dibagikan maka ia
[ !\ dinasabkan (kepada sang

Ulean tersebut mengingkarinya.

inya atau dari wanita
2 k tersebut tidak

}\n #‘hhw

*-r_-"'.‘

Siapa saja yang menzinahi wanita merdeka atau budak sahaya

maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan

mewariskan.

"Muhammad bin Isa At-tirmizi, Sunan At-Tirmizi (Bairut, Darul Ihya At-Turats) Juz:
4 him.428
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Kandungan hadits tersebut menunjukkan bahwa anak zina
tidak dinasabkan kepada bapaknya. Ini menunjukkan bahwa anak itu
tidak dihukumi anak secara syar’i sehingga tidak dapat dinasabkan

kepadanya sama sekali.

2. Hak harta warisan terhadap anak lahir di luar nikah

Hukum warisan alam semua keadaannya sama

f&nd \\m.

-¢4\
""'h,

Jari orang tersebut
dan kerabatnya. Begitu juga lelaki tersebut, tidak bisa
mendapatkan harta waris dari anak hasil perbuatan zinanya.

b. Anak Zina dengan ibunya

Sedangkan antara anak hasil perbuatan zina dengan ibunya

maka tetap ada saling mewarisi. Anak hasil zina ini sama seperti
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anak-anak yang lain dari ibunya tersebut. Karena ia adalah

anaknya, maka ia masuk dalam keumuman firman Allah swt :
P 2 p cofo ¥ ° _ @ 2 -z @ 2
oy 2y~ . @ 2941C , oy oA rdeo of 2 osd (s s
SrEy oAy ST Seo I -TEEC (- S Qe oy Aeay-qg- (ike E57F L eiin
dséf\-i)ey‘gchmﬂ\L@JﬁaJ;\Ju\SQj}Eaﬂ}uhLQQJSW\

L5 A4 8% A yEe 35} u‘s u‘ ‘J,)-‘ e &*’m‘ \-lé—'-ﬁ hb

J meninggal
panya (saja)

tidak mengetahur-siag antara” mereka yang lebih banyak
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(An-Nisa:11)"

Anak lahir di luar nikah berhak mendapatkan warisan dari

sang ibu karena ia dinasabkan kepada ibunya dan nasab

Muhammad Shahib Tahir, Al-Qur'an dan terjemahan (Sukabumi, Madinatul Al-
ilmi, 2013) him. 78
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merupakan salah satu sebab diantara sebab-sebab pewarisan.
Dalam hal ini status anak zina sama dengan anak mul&d’anah yang
dijelaskan dalam hadits Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi ra. yang
menceritakan bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara

mul&’anah. Sahl bin Sa’ad ra. mengatakan:

N

'h-"-‘-ﬁ!r-;"‘ ‘:l—flTJ1"-
SN G
0 ‘5

S| Fs

;-‘
,..-I-

terputuslah h
mula’anah ini. la tidak mewarisinya dan juga tidak seorangpun ahli

warisnya. Dia hanya diwarisi oleh ibunya dan dari arah ibu.

®0p.Cit, Shahih Al-Bukhori, him. 352
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F. Telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VII1/2010 tentang pengujian mengenai status anak luar nikah.

Pasca putusan MK terkait dengan ketentuan pasal 43 ayat (1)

Undang-undang Pernikahan menurut penulis menjadipolemik di tengah-

tengah masyarakat Indonesia khususnya bagi yang beragama Islam

or 46/PUUVIII/ 2010, dimana

terkait dalam menyikapi put

anak yang lahir dilua

\ﬁ‘-‘*’fé-'-“*

ienyate

p

sudah diatur dalam perundang-undangan dan bisa pula terjadi diluar
prosedur yang telah ditetapkan undang-undang tersebut, seperti halnya
pernikahan dibawah tangan (nikah sirri) yang secara agama dipandang

sah, namun tidak tercatat dilembaga yang mengurus pernikahan.
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1. Tentang pokok pertimbagan mahkamah konstitusi pada pokok
permohonan para pemohon

a. Menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon, adalah

pengujian pasal 2 ayat (2) UUP No 1 tahun 1974 yang

menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yéatsberlaku” dan pasal 43 ayat (1) UUP

\fv. “anak yang lahit di luar

No 1 tahun 497 :
pernik /1"‘5 Uwﬂh erdata dengan ibunya
éﬁ F?uKAq‘- Jq"’ “r i, hak untuk

\;\‘ ﬂﬁ.{//

afiwa pokok -u- s
a'f' \%-? ,. _‘*ﬁ

kepercayaan

harus dicatat menurut perundang-undangan yang Dberlaku.
Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan
pencatatan peristiwa-peristiva penting dalam kehidupan

seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam
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surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam

pencatatan’.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Ketentuan pasal 2 ayat
(2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan pernikahan

tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan administratif yang tidak

berpengaruh terhadap sah a pernikahan yang dilaksanakan

menurut agamanya«fi Jdam konteks ini, pernikahan
dibawah tang /4‘ MUHA’! \'h\

N
RN

terjadinya pembuahan.

Melihat dari makna perkata pada Pasal 43 ayat (1) pada kata “di
luar pernikahan” ini mengandung makna anak zina dan bukan
menunjukan makna anak sah (hasil dari pernikahan siri). Sedangkan

perumusan pasal 43 ayat (1) bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist
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dengan menyertakan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad
SAW. Tentunya kita harus mengkaji pasal tentang “anak yang lahir di
luar pernikahan” haruslah kembali pada sumber hukum asalnya.
Sehingga tidak menimbulkan opini yang mengatakn bahwa putusan

Mahkamah konstitusi menyangkut perubahan uu no 1 tahun 1947

tentang perkawinan plah menodai keyakinan umat
< agama yang menyatakan

\ |

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca
“‘Anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-
laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut
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hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan

perdata dengan kekeluarga ayahnya”.

Permasalahan yang timbul setelah putusan MK terlihat pada pasal

43 ayat (1) yang mana sebelum putusan MK pada kalimat pasal 43

ayat (1) : “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai

dengan mendatangkan bahaya yang lain, serta menghindari kerusakan

didahulukan atas mendatangkan maslahat.

e. Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat

(2) UUP No 1 tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum.
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Adapun pasal 43 ayat (1) UUP No 1 tahun 1974 yang
menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat yakni inkontitusional sepanjang ayat terebut di maknai

sf dengan laki-laki yang dapat

ngetahuan dan teknologi

menghilangkan hubu -,

empunyai hubungan

: 4 \\\4!“,#?7( |
L0 %3 ;;. b d.% :‘éﬁ

[
i | a t1-l

—



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Pernikahan dalam Islam adalah sarana yang bertujuan untuk

mendekatkan diri kepada yang mensyariakan pernikahan itu yakni

P‘S W‘UH A RS buah dari pernikahan
wFKh r"l o .. ,

i \
v -ws;, s,

akhirat.

3. Melihat dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17
Februari 2012 terutama kalimat “anak yang dilahirkan di luar
pernikahan® dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinahan,
karena apabila yang dimaksudkan adalah anak dari hasil nikah siri
maka ini tidak tepat kerena bertentangan dengan pasal 2 ayat (1)

UUP No 1 tahun 1974.
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Akibat yang mungkin saja bisa terjadi dari putusan MK Nomor
46/PUU-VI11/2010 tanggal 27 Februari 2012 tersebut adalah membuka
hubungan perdata anak dengan laki-laki yang terbukti secara
biologis, termasuk anak hasil perkosaan, membuka peluang bagi

misoinaris untuk menggauli wanita muslimah kemudian melegalkan

sebagai tahzir

. Memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak di luar
nikah, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang

mengakibatkan kelahirannya.
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